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PEKAN DEPAN SIDANG PERDANA

Aktivis Yakin Yusafni
Tidak Main Sendiri
PADANG,HALUAN-PE-
ngadilan Tipikpr Padang
akhirnya tnenetapkan j adwal
persidangan kasus dugaan
korupsi puluhan miliar ru-
piah dengan modus SPj fiktif.
Jumat (l2i I ) pekan depan.
Yusafni A.io yang didapuk
sebagai tersangka tunggal
akan disidangkan. Sejumlah
pihak meyakini, ada kejutan
dalam sidang nantinya.

Kepastian jadwal sidang
Yusafni disampaikan Pani-
tera Pengadilan Tipikor Pa.
dang, Rimson Situmorang.
Menurut Rimson, setelah
berkas ciakwaan untuk Yu.
safni dilimpahkari Jaksa
Penuntut Umum (JPU;. Pe-
ngadilan Tipikor Padang
langsung menetapkan h_a-

kim dan jadwal sidang. "Ma-
jelis hakim yang akan me-
nyidangkan perkaranya
sudah ditunjuk dan menga-'
gendakan jadwal persida-
ngan. Jadwalnya pekan de-
pan," terang Rimson. Jumat
(5/l ) di Padang.

Meski sudah dijadwal-
kan, namun pihak Yusafni
mengaku belum menerima
relas panggilan dari pengadi-
lan untuk mengikuti proses

YUSAFNI Ajo digelandang piha( kejaksaan menuju mobil
tahanan ketika proses penyerahan tersangka dan barpng,
bukti dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (/PU) di KeJari
Padang bebgrapa waktu yang lalu. tsr
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Aktivis Dari Halaman. l
persidangan. "Kami masih belum

nrenerim-a pangilan. kemarin saya

menemui Yusafni ke Rutan Anak Air,
Padzug ia juga belum mendaPatkan

dakwaan," kata kuasa hukurn Yu-
safni Ajo. Defika Yuhandra.

Kelika ditanyakan, aPakah
dirinya me1'asa Yakin Yusafni
hanya sendiri terlibat dalam
perkara ini. Deiika menjawab
iidak mungkin. "Kami di tim '
kuasa hukum telah menYiaPkan
segala sesuatunYa untuk metrg-.
ha-depi persidangan nlnti. Soal

ketellibatan. kami hingga sacl lnl
rr.rasih me,vakini. tidak mungkin
korupsi itu dilakukan oleh srtu
orang saja." terang Def ika.

Sementara itu, aktivis anti
korupsi, Roni SaPutra menYebut-
kan, pihaknya sagat mencullgal
ada finat lain yiing terlibat
dalam k:rsus ini. Berbicara masa'-

lah penggunaan anggaran tentu
ada 

-pihak-pihak lain Yang ikut
dalam masalah ini. "WalauPun
tidak ikut, setidaknya ada orang
lain yang menerima uang. ArtinYa
berkemungkinan tidak sendiri
yang terlibat. Ada Pihak lain Yang
mestinya turut bertanggulg-
jawab." kata Roni melalui sam-
bungan telePon.

Selanjutnya. dilihat dari status
kedudukan terdakwa drlam Peme-
rintahan. dia tidak memiliki
kuasa penuh dalam Pengang-
grran. Ia berharaP dalam Persida-
ncan terdakwa meminta untuk
m-enjadi .iitsricc t' tllttborator tJC)
untuk rnenggungkaPkan secata
gamblang siaPa saja Pihak Yang
t-erlibar. 

-"Kalau pihak penyidik
tidak menarik pihak iain dalam
kasus ini, kita Perlu mencu-

rigainya. Ada aPa dengan kasus

in-i? Korupsi itu sangat tidak
mungkin dilakukan oleh Pelaku
tung-gal. Apalagi dilihat dari
kedudukan serta jumlah uang
vens didusa dikoluPsi ole[ ter-
h"tiva. teilatu berani kalau ini
dilakukan sendiri," kata Roni.

Kasus ini harus menjadi tanta-
ngan bagi pihak PenYidik dalam
pEnuntaiannya. Ia menYakini ada

brang-orang lain yang terlibat,
dan harusnya menjadi Pusat Per-
hatian bagi penYidik untuk bisa
mengembangkannYa. "Kita akan

iihai nanti pasal Yang didakwa-
kan, kalau dakwaanYa mengguna-
kan dakwan tunggal dan tidak
mensaitkannvl dengan bersetna-
sami. perlu dicurigai in i. Penyidik
harus mengembangkanYa. jrngan

5ampai terhenti sanrPai di satu

ierdakwa saja," lraraP Roni.
Berdasarkan Perhitungan se-

mentara PenYidik Badan Peme-

riksaan Keuangan (BPK) RI wila-
vah Sumbar, Yusalni lelah menYe-

babkan kerugian Pada ketrangan

nesara senilai lebih dari RP63
miliar. Uar.e tersebut diseleweng-
kan dalam kegiatan qql4f;ukan
ganti rugi bangunan dan lahan
pada bebeiapa ProYek besar Yang
hilaksanakan instansinYa di Kota
Padang dan KabuPaten Padang
Pariaman.

Dalam penyidikan, setidaknYa
oolisi telah nterneriksa 1 85 saksi

irntr-rk kasus ini. terdiri dari 150
penerima ganti rugi lahan Pada
empat proyek itu. dan 35 orang
.vans meruDakan ASN di Pemkab
Fadine Paiiaman. Pemko Padang,
dan Pemprov Sulnbar.

Yusalni melakukan PenYim-

pangan laporan Pertanggung-
iawaban keuangan. Ia diduga
hembuat laporan iiktildan tidak
mernbayarkan uang Yang dia
terima ke pemilik lahan. Per-
buatan Yusafni diduga merugikan
negara Rp 60 miliar dari RP 120

miliar nilai proYek. fa dikenakan
Pasal 2 atau 3 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang diubah dengan U!
nomor 21 tahun 2001.

Sewaktu diperiksa di Bares-
krim Po1ri. KePada PenYidik,
Yusafni menyebut, uang hasil
dugaan korupsi Yang dikelolanYa
dibagi ke sejumlah orang. Per'-

nvataan Yusafni itu seakan ntent-

blka tabir baru daLam Pengusutan
kasus ini.

Mabes Polri sudah melakukan
proses penyidikan sejak awal
iahun. Awalnya, kasLrs ini juga
ditansani Keiati Sumbar, namLln

akhiinva diiokuskan di Bares-
krim. Seiumlah saksi juga sudah
diperiksa-. Badan Pemeriksa Keua-

nsan (BPK) RI Perwakilan Sumbar

iirh-iauh hari menyebutkan total
furueian negara akibat StrraE

Perta"nggungjlwaban ( SPj) liktiF
diperkiiakan akan terus ber-
tu*buh. Bahkan jumlahnYa lebih
besal dari vang tercalat saat ini di
anska Rp43 friliar. Setelah BPK
tufi,n t.ilrkukan cek ke laPangan

dan ditemukan fakta terkait Pem-
bebasan lahan ini, masYarakat
yang laharrnya terkena damPak
pembangunan hanYa menerlma
satu kali pembayaran gantl rugl-
nva. A.nehnYa, untuk tahun
berikutnya tetip dianggarkan tapi

tidak dibayarkan lagi. (h/mg-hen)


